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WadahAspirasi: Portal Advokasi Digital Interaktif Berbasis Web guna Mendorong
Transparansi dan Partisipasi Publik.

Daftar Isi (Harap diisi dan disesuaikan halamannya setelah dokumen selesai)



Era digital merupakan pusat utama menuju generasi tanpa batas yang ditandai
dengan pesatnya kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi. Saat ini, media sosial
telah beralih menjadi ruang utama bagi masyarakat Indonesia untuk menyampaikan aspirasi
dan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Berdasarkan laporan riset Digital 2025 yang
dirilis oleh We Are Social dan Meltwater, jumlah pengguna media sosial aktif di seluruh
dunia telah mencapai angka 5,17 miliar orang pada awal tahun 2025. Di tingkat nasional,
besarnya partisipasi digital masyarakat dibuktikan oleh data Asosiasi Penyelenggara Jasa
Internet Indonesia (APJII) terbaru, di mana jumlah pengguna internet di Indonesia telah
mencapai 221,5 juta jiwa atau setara dengan tingkat penetrasi 79,5% dari total populasi.
Data ini membuktikan bahwa platform digital memiliki peranan yang sangat penting dalam
kehidupan bermasyarakat. Di ruang inilah masyarakat menuntut hak konstitusionalnya
untuk mengeluarkan pendapat guna menilai kinerja pemerintah, sebagaimana dijamin
dengan tegas dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi Setiap orang berhak atas
kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Namun, kebebasan berekspresi di ruang digital saat ini masih menghadapi tantangan
berat akibat tingginya penyebaran disinformasi, polarisasi, dan manipulasi opini oleh pihak
yang tidak bertanggung jawab serta akun-akun anonim fiktif. Masyarakat yang ingin
menyampaikan pendapat sering kali dibayangi rasa takut terhadap persekusi. Kekhawatiran
ini tervalidasi oleh Laporan Situasi Hak-Hak Digital Indonesia yang dirilis oleh SAFEnet
pada awal 2025, yang menyoroti masih tingginya angka serangan digital dan pemidanaan
menggunakan pasal karet UU ITE. Padahal, apabila masyarakat kehilangan kebebasan dan
rasa aman dalam mengajukan aspirasinya, proses demokrasi dalam negara dapat dikatakan
tidak berjalan baik dan berpotensi memunculkan pemerintahan yang otoriter. Oleh karena
itu, negara memiliki kewajiban untuk memastikan hak asasi setiap warga negara terpenuhi
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Tujuan

1. Membangun purwarupa (prototype) model platform E-Government yang
memfasilitasi komunikasi dua arah yang aman dan terstruktur.

2. Mencegah manipulasi opini publik dan intervensi akun fiktif melalui penerapan
mekanisme filtrasi berlapis yang terintegrasi langsung dengan data kependudukan
(e-KTP).

4. Meningkatkan transparansi dan mewujudkan keterlibatan publik yang bermakna
(meaningful participation) dalam setiap proses penyusunan, pembahasan,

Manfaat

1. Proyeksi Manfaat Bagi Masyarakat:

2. Proyeksi Manfaat Bagi Legislatif Daerah Pemerintah: Mendapatkan data aspirasi
masyarakat yang akurat dan bebas dari pengaruh akun fiktif. Selain mempermudah
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platform ini juga diharapkan dapat meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat
terhadap lembaga legislatif.

3. Proyeksi Manfaat Bagi Sistem Demokrasi: Mendukung terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang baik melalui proses penyusunan kebijakan yang responsif dan
berlandaskan data. Secara jangka panjang, inovasi ini akan berpotensi mendukung
terciptanya sistem demokrasi digital di Indonesia yang lebih inklusif, partisipatif,
dan akuntabel.

Target Pengguna

1. Masyarakat (WNI): Seluruh Warga Negara Indonesia yang telah memiliki e-KTP
asebagai pengguna utama platform untuk menyampaikan aspirasi, memberikan
pendapat, serta berpartisipasi aktif dalam mengawasi kebijakan publik.

2. Anggota & Komisi Legislatif Daerah: Berperan sebagai representasi legislatif
daerah yang mempublikasikan laporan kinerja secara transparan, memberitahukan
draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang berdampak langsung pada warga
lokal dalam pengelolaan lingkungan, serta memberikan ruang komunikasi dua arah
yang lebih akuntabel.

GAGASAN

1. Kondisi Aktual Objek Permasalahan

Era digital merupakan pusat utama menuju generasi tanpa batas yang ditandai
dengan pesatnya kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi. Berdasarkan Survei
Penetrasi Internet Indonesia yang dirilis Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia
(APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia pada 2024 telah mencapai 221.563.479 jiwa
dari total populasi 278,69 juta jiwa, atau setara tingkat penetrasi 79,5%. Melengkapi
tingginya angka tersebut, laporan We Are Social (2024) mencatat terdapat 139 juta pengguna
aktif media sosial di Indonesia, yang mewakili 49,9% dari total populasi. Besarnya volume
partisipasi digital ini menjadikan platform daring sebagai instrumen utama bagi masyarakat
untuk menyalurkan hak konstitusionalnya dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dan
legislatif, sebagaimana dijamin tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat (3)
berbunyi tentang Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan
mengeluarkan pendapat.

Namun, kondisi faktual di lapangan menunjukkan masyarakat digital Indonesia sedang
mengalami krisis integritas. Diskursus publik yang seharusnya menjadi wadah demokrasi
justru dibajak oleh penyebaran disinformasi dan manipulasi opini oleh akun-akun fiktif.
Riset Oxford Internet Institute menyoroti Indonesia sebagai salah satu negara dengan
operasi pasukan siber (cyber troops) atau buzzer politik terorganisir yang digunakan untuk
menenggelamkan kritik sah dan memanipulasi sentimen publik. Aspirasi murni masyarakat
sering tertutup oleh rekayasa algoritma dan trending topic fiktif yang memicu polarisasi.

Manipulasi opini ini berimbas langsung pada keselamatan dan kebebasan warga negara.
Laporan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) yang dirilis pada 15



Februari 2025 bertajuk "Situasi Hak-Hak Digital Indonesia 2024: Estafet Represi di
Internet" menegaskan bahwa regulasi seperti UU ITE masih sering dieksploitasi sebagai
instrumen Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) untuk membungkam
partisipasi warga. Tren represi ini terus memburuk, terbukti dari Laporan Pemantauan
Triwulan I SAFEnet (rilis April 2025) yang menyoroti bahwa pelanggaran hak digital
kembali meningkat signifikan seiring membesarnya gelombang resistensi sipil. Kondisi ini
menciptakan efek jeri (chilling effect) yang berujung pada penyensoran mandiri di tengah
masyarakat. Hal ini berjalan lurus dengan temuan Economist Intelligence Unit (EIU) yang
mencatat skor Indeks Demokrasi Indonesia kembali merosot ke angka 6,44 pada 2024
(turun dari 6,53 pada 2023), mempertahankan posisi Indonesia dalam kategori demokrasi
cacat (flawed democracy).

Di sisi lain, kepercayaan terhadap teknologi identitas digital negara sendiri juga tengah diuji.
Pada 2023, kebocoran masif menimpa 337 juta data kependudukan meliputi NIK, nomor
Kartu Keluarga, hingga akta kelahiran dari sistem Direktorat Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, yang kemudian diperjualbelikan di
forum peretas BreachForums. Insiden ini menjadi pengingat mutlak bahwa setiap sistem
yang mengintegrasikan data kependudukan untuk tujuan verifikasi identitas termasuk
platform WadahAspirasi wajib dirancang dengan arsitektur keamanan dan minimalisasi data
sejak tahap desain (privacy by design), bukan sekadar mengandalkan kepercayaan
institusional semata.

Lebih jauh, masih terdapat kekosongan infrastruktur digital resmi dari negara untuk
menjawab persoalan ini. Kanal pengaduan pemerintah yang tersedia saat ini umumnya
dikhususkan untuk menangani keluhan pelayanan publik dan urusan administrasi birokrasi,
sehingga belum mampu memfasilitasi ruang diskursus legislasi, pengawasan draf
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), maupun evaluasi kinerja parlemen. Di sisi lain,
media sosial komersial pun tidak memiliki sistem penyaringan identitas yang divalidasi
secara ketat menggunakan data kependudukan.

Kekosongan ruang aman dan terverifikasi ini berkorelasi langsung dengan Kkrisis
kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Berdasarkan survei nasional Indikator
Politik Indonesia yang digelar pada 20-27 Oktober 2025, Legislatif Daerah kembali tercatat
sebagai salah satu lembaga negara dengan tingkat kepercayaan publik terendah, berbanding
terbalik secara tajam dengan institusi seperti TNI dan Presiden yang menduduki posisi
puncak. Temuan ini menegaskan bahwa ketidakpercayaan terhadap legislatif merupakan
persoalan struktural dan PR besar bagi iklim demokrasi di Indonesia.

2. Inovasi Teknologi yang Digunakan Sebagai solusi strategis terhadap berbagai tantangan

demokrasi digital di era saat ini, WadahAspirasi diusulkan sebagai platform E-Government

inovatif yang membangun sistem penyampaian aspirasi masyarakat secara lebih responsif,

transparan, dan akuntabel. Platform ini dirancang dengan mengintegrasikan berbagai

teknologi terkini untuk mendukung kinerja sistem, yaitu:-

1. Simulasi Autentikasi Biometrik (API-Ready Architecture): Pada tahap pendaftaran,
platform merancang arsitektur integrasi data kependudukan yang memvalidasi e-KTP



dan verifikasi wajah pengguna. Khusus pada tahap prototipe ini, validasi tersebut
dieksekusi melalui Mock API (Sistem Tiruan Data Kependudukan) secara real-time
guna menyimulasikan API Gateway Dukcapil. Mekanisme ini menjamin prinsip "satu
entitas warga negara hukum untuk satu akun yang valid", menekan risiko akun palsu,
identitas ganda, dan intervensi bot. Pengolahan data pada sistem ini dirancang dengan
kepatuhan tinggi terhadap UU PDP; setiap unggahan foto KTP/selfie langsung dihapus
dari penyimpanan sementara segera setelah proses verifikasi berhasil (data
minimization). Sistem produksi hanya akan menyimpan token hasil verifikasi, bukan citra
biometrik mentah pengguna.
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ni, sistem mampu melakukan analisis teks (Natural Language Processing) secara
otomatis untuk mengekstraksi informasi, mengelompokkan sentimen opini publik,
memfilter indikasi ujaran kebencian, serta merangkum draf rancangan peraturan hukum
yang kompleks menjadi paragraf yang lebih sederhana agar mudah dipahami masyarakat
luas.

. Arsitektur Basis Data Anti-Manipulasi (Immutable Ledger): Mengingat platform ini
mengumpulkan konsensus publik, sistem voting pada fitur Leaderboard Isu Terkini dan
persetujuan pasal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menggunakan struktur basis
data yang rekam jejaknya tidak dapat diubah secara sepihak. Hal ini memastikan setiap
suara yang tercatat terbukti berasal dari pengguna yang telah terautentikasi, sekaligus
meminimalkan risiko manipulasi data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.



3. Rancangan Mockup Implementasi Gagasan Perancangan antarmuka WadahAspirasi
mengutamakan kebutuhan dan kenyamanan pengguna melalui desain yang mudah dipahami,
mudah diakses, serta memberikan tampilan yang mendukung rasa aman serta kepercayaan
pengguna. Pengembangan rancangan antarmuka dilakukan melalui Figma sebagai media
pembuatan prototipe (prototype) yang mendukung terciptanya desain yang terstruktur,
konsisten, dan berorientasi pada pengalaman pengguna. Identitas visual aplikasi mengadopsi
kombinasi warna Merah Putih sebagai simbol nasionalisme, Biru untuk merepresentasikan
transparansi dan tata kelola pemerintahan, serta Abu-abu Netral guna menciptakan
keseimbangan visual. Seluruh komponen antarmuka menggunakan Bahasa Indonesia yang
jelas dan komunikatif, didukung tipografi modern seperti Inter atau Roboto untuk
meningkatkan kenyamanan membaca dan interaksi pengguna.












Daftar Pustaka (Harap diisi sesuai dengan sumber referensi yang digunakan)



